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Pinsis Angket KPK Dinla Caca Yurldls

[JAKARTA] Pengajar
Fakultas Hokum Universitas
Parahyangan, Liona Nenang
Supriatna merlai keberadaan
Panitia Khusus terhadap
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) cacat yuriis.
Sebab, hak angket bukan in-
strumen yang benar unfuk
melakukan evaluasi dan PR |
tentang kinerja KPK dalam
pelaksanaan fugas projusisa

“Hak engket ini cacat se-
cara yuridis Karena fidak sesval
dengan tujuan hek angket -
bagaimana diatur dalam

Undang-Undang,” wjr Liona.

dalom diskusi bertajuk “DPR
w5 KPK", diKantor Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI),

Talan Cikini [T, akarta Puse,

Tt (129)mala,

Diskusi yang diselengg-
rakan oleh Tkatan Sarjana
Katolik Indonesia (ISKA) di-
adir uga oleh pembicara, an-
fora lain Presidium ISKA don
Konsultan Komunikesi bk,

Sekjen

AM Putut Prabant foro;
Presidium ISKA dan
Pengacara, Danel Tonapa; dan
en ISKA dan Advokat
Konsttusi, Benny Sabdo.
Liona menjelaskan bahiva
hak angketnuudak sesi et
gan ketentuan yang tetfuang
dalm Pasl Wyt UUNo
1712014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut menyate-
Kan bawa hak anglet adaloh
hak DPR untuk melakukan
penyelicikan terhadap pelak-
sanaan Suaty Undang-Amndang
dan et kebijakan pemernizh
yang berkaitan dengan hol
pening, saegs, Gan bendan-

ek luzs pada Kehidipan b

masyarakat, berbangsa, dan

bemegara yang dicuga beren-

{angan dengan perafuran pe-
nundang-undangan.
“Jadi,shak angket ini
merupakan bentuk inter-
vensi terhadap nstitusi hu-
kum dalam pelaksanaan tu-

gas melakukan penyelidi-
Kan, penyidikan dan penua-

futan. D dapat dikate-
ok merupakan peny-
alafigunean kekuasaan atau

dhuse of pove;” terang dia,

Menurut dia, DPR-su-
dah bekerja di fuar kewe:
angamiya. Hak angket, kata
dia menunjukkan keke-
liruan DPR, dan kebuntuan
cara berplkir DPR. Apalagi
muatan poltis dalam hak

angket ni sangatkentel

“Hak angket ini bisa di-
duga bentuk perlawanan
ari mereka yang terindi-

Masa Kerja Pansus Diusulkan Diperpanjang

fugas pada 28 September
2017, Hal itu agr bisa mem-
benahiSeluita kel soal
penyelidikan, penyicikan dan
penunian (KPR, 4 8

“Bika. diperpanjang
Pansus Angket KPK bisa
memanfaatkan wakiu yang
ada dan fokus unfuk mem-
benahi KPK,” kata Nasir di
Jainta, Jemat Jumat (229

Siemafs
Angket KPK harus bekerja

secara sistematis nfuk mem-
perbaiki sistem KPK dengan

Kast Korups schinoga KPK. argt yang dangaapping

dianggap sebagal organ

unfuk memperkaya dir atau
orang lain,” katanya.

Di tempat terpiseh, ang:
gota Komisi I DPR Nesir
Djamil mengatakan, masa
kerja Pansus Angket KPK
masih perlu diperpanjang
yang sesuaijadwal habis masa

[a menconohkan, soal hasil
‘negara yang merghambat gt paya pencegabann

pembetatasen Kot
Politisi PKS itu men-
yarankan agar Pansts jan-
gan terlalu banyak meng-
garap kasus yang dite-
mukan, Menurumnya, cukup
satu atau dua kasus penting
yang dibahas agar dapat

s i Agn

berkeja ebih okus.
Sementara Ketua Pansus
Angket KPK Agun Gunanjar
mengatakan, ada sejumlah
aspek dalem penyelidikan
pansus terhadap fugas dan
kewenangan KPK. Aspek it
atllah ferkait Kelembagaan,
Kewenangan, Tata kelola
Sumber Daya Manusia dan
Tata kelola Anggaran.
Dalam penyelidikan Tata

: "~ kelola SDM, kata Agun, ter-
Nasir mengatakan,Pansis |

mastk prilaku semua unsur
aparatur KPK, mulai dari
pimpinan, penyelidik, peny-
dik, penuntut umumm, wadah

 pegawai, hingga semua pi-

hak SDM terkatt,

~“Apakah dikelola dengan
baik dan benar sesuai UU
KPK dan UU dibidang kepe-
gawaian lainnye, Bagaimana
dengan prilaku manusia-ma-
misianya apakah patuh pada
U dan etik didalamnya. Tni
penting terkait dengan infeg-

Agun menyatakan, tidak
enar kalau diketakan pansus
mengada-ada atas adanya se-
Junizh temuan g ¢ ferkait
dengan unsur pimpinan.
Bahkan yang terkait dengan-
prilaku beberapa penyidik,
{aksa,pegavwai pun sudzh ada
temuan-tﬂmuznﬁjyn

“Disinilah pentingnya
KPK untuk hadir di Pansus
DPR, guna mengklarifikasi
dan mengui kebenaran te-
muan femuan fersebut.
Sehingga tidak selaly berpo-
lemik di media, datang saja,
kit duduk bersama dengen
saling menghargai dan meng-
hormati ugas dan wewenang
kitamasing masing.

Demikian halnya dengan
sejunlah lelang yang seat i
gencar dizkukan olgh KPK. Ta
mempertanyakan apakah le-
lang fu sudeh sesuai prosedir
atassejunlah perafuran penun
dangan yang mendasari dan

 mengatumya. [YUSH-14]
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